BAB IlI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat diambil
kesimpulan:

1. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam
menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum. Peran Peradilan
Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah
memeriksa, menilai, dan memberikan putusan apakah Komisi
Pemilihan Umum (KPU) melanggar hukum atau tidak. Penilaiannya
didasarkan pada ada tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU)
melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran umum serta
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengajuan
gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan setelah
seluruh upaya Administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) dilakukan oleh pihak yang merasa hak-haknya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana dalam hal ini adalah
Putusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Kendala yang dihadapi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam
menyelesaikan sengketa administrasi Pemilihan Umum diantaranya:
a. Kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang tata cara

penyelesaian sengketa administrasi Pemilihan Umum dan kriteria
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Objek Sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara berdasarkan Undang-Undang maupun Peraturan
Mahkamah Agung. Serta peraturan baru yang dikeluarkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan
Umum (Pemilu) tidak langsung disosialisasikan ke Peradilan Tata
Usaha Negara.

b. Tenggang waktu pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha
Negara sangat terbatas dalam kurun waktu 5 (lima) hari yang
diatur Undang-Undang. Pihak yang mengajukan gugatan ke
Peradilan Tata Usaha Negara terkadang belum siap untuk
melengkapi syarat yang perlu diajukan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk
mengatasi kendala yang dialami dalam penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemilihan Umum diantaranya :

a. Peradilan Tata Usaha Negara melakukan koordinasi dengan pihak
penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yakni, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) tentang tata cara penyelesaian sengketa administrasi
Pemilihan Umum di Peradilan Tata Usaha Negara. Serta
melakukan kegiatan sosialisasi terhadap para pihak calon subjek
sengketa tentang tata cara penyelesaian sengketa administrasi

Pemilihan Umum.
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b. Peradilan Tata Usaha Negara memberikan toleransi tambahan
waktu kepada pihak yang mengajukan gugatan di Peradilan Tata
Usaha Negara jika, pihak tersebut belum melengkapi berkas
perkaranya. Waktu tambahan ini hanya diberikan kepada pihak
yang sudah mendaftarkan pengajuan gugatannya secara langsung

maupun melalui website resmi Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1.

Diharapkan dengan adanya Kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara dalam penyelesaian sengketa Administrasi Pemilihan
Umum, dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak
yang merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara dari Pihak
Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Peradilan Tata Usaha Negara bersama pihak penyelenggara
Pemilihan Umum (Pemilu) yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan dapat
bekerja sama dalam mensosialisasikan mengenai Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara
penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata

Usaha Negara agar para pihak mengetahui akan Peraturan tersebut.
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3. Diperlukan tambahan waktu dalam hal pengajuan gugatan ke
Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat masih banyak para pihak
yang haknya dirugikan atas Putusan Komisi Pemilihan Umum

belum melengkapi berkasnya.
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